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Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 34 Tahun 201 1 tentang Pedoman Evaluasi J abatan 
Pegawai Negeri dan dalam rangka penataan Pegawai Negeri 
Sipil berdasarkan ku alifikasi yang diperlukan dalam suatu 
jabatan, perlu dilaku kan evaluasi jabatan dalam menen tukan 
kelas dan nilai jaba tan; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Kelas dan Nilai Jaba tan Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya ; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupa ten Dalam Lingkungan 
Prpvinsi J awa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Un dang Nomor 4 Tahun 1968 
ten tang Pembentuka n Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Su bang den gan Mengubah Un dang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemba ran Negara Republik Indonesia 

- - -l an u n LVI Q l~omor L't't, lamoanan Lemoaran l''legara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
l\T____ f"')? 'T'_\"',,_ 1')(\1 A ~ _ _ .... ___ n ____ ~_+-,....,hn ...... n ____ k 
.&....-'UI':.&. ... ~,..".... ...,...., :'&'''''''.L.I.~..L ''' ~'" i. ~,",""'&'''''~ .Lb ..l. "' .......... .Lv ..... .L.&. .... ""\.A ... ..:~.... ~"""_.&. ................... 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tah u n 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan~ 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

egara Repuhlik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4738); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lemharan Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 0 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik In donesia Nomor 5 135); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Pre stasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lemharan 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 121, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5258); 

11. t'eraturan t'emenntanan Nomor 11 Tanun 4Ul1 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037; 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Keiormasi tsirokrasi Nomor ~4 "(ahun ~o i i tentang .pedoman 
Evaluasi J abatan; 

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 

I '111."1' • ,..... . "1 

rt~Ctwc:u l'ltgtll .:::Hp H, 

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 ten tang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2011 tetang Rumah Sakit Umum Daerah Ka bupaten 
Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Pera turan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 20 11 ten tang Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

18. Peratu ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 
2011 tetang Bada n Penanggulangan Bencana Daerah 
Kaoupaten T aSlKmalaya lLemoaran uaerah Kaoupaten 
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15); 

19 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produ k Hukun Daerah 
(L.elHUCl.lCUl UCttlc:Ul KCtUUl!CtLtll l Ct:sIKHrCl.1CtyCt Tc:t:l1Ull 2·61.6 
Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabuoaten Tasikmalava (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Kahupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7); 



Menetapkan 
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22 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 tahun 20 14 tentang 
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 37); 

23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 36) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI 
J ABATAN PEGAWAl NEGERI SIPIL Dr LINGKUNGAN 
Dt;"l\,ft;"O Tl\T'T' AU Tl I'lt;"OI'l U VfJ.OTTDI'l'T't;"l\T 'T'1'l~ TVl\iJI'lT I'lV I'l 
... .....- ...... .a.~ ..... '"""" ..... ., ..... £- ..oi... ......... ....- ... .lO.~'" ""'"" ... ..L ... .... ~ ~~ ....... ..... ... ... .... ""-"'1.... ... .... .. ........ ........... ............ .-. .. ... ........ .... . 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Daiam Peraturan Bupati ini yang riimaks uti riengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerin tahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4 . Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 
administratif terhadap pelaksanaan tu gas Perangkat Daerah serta pelayanan 
_.1._; . _ ; _ .... _ .. ; • •• _. __ 1- _ __ .3_ .3 ; 1-_ . ___ 1_ .3 _._ 1- _ ..... _ . _ ___ _ •• _ :_. ___ 1- 1 ._. __ .3_ n .. . • _ ... ; 
a.U.U..u.tJ.1 ;:'WQ.l..u ya.U.5 u\".l a UGl U 1 u a.vv o..1 .l u o..11 U 1 La..1.l5f;U1 J. 5 JQ.V\'Q.U n.. pa.Ua. u upa.w. 

5. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah . 
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Petjanjian KeIja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas Nega ra lainnya dan digaji berdasarkan 
• __ •• _ ... . ___ ••• ____ • • _ .3 _. __ •••• .3_ •• __ _ _ 
1'<..-1 Gll. .... .l Gli.l 1-"-'.l u..l1Ua.1.l0 U..l.lUGl.1.L5a..1 .l. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga 
Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seorang PNS. 
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10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 

11. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan administrasi yang 
bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan pu blik serta 
aUlllill.L:sLlCt.:S.L pell1el.LULCt.l1Ct.Il UCt.Il pel11uCt.I1gUI1Ct..u . 

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu . 

13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara 
sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor 
jabatan terhadap informasi fa ktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan 
dan kelas ja batan. 

14. Peta jabatan adalah susunan jabata n yang d iga m barkan secara vertikal dan 
, __ •• ! __ ...... L ..... 1 ..... .- ........ _ ....... _ ...... L .... .1.. _ ... _ 1 _ .... ___ , ____ ~ _ .. _____ ...... .. _ L ...... ___ ...:1 .-. ...... ..... _ ... _~_ ........ ..... ! ..... ___ ....... l.... 
J. J.Ul. .uAJ.l .l U :U U.l\"'J.J.l.U UL ,;,u Un..Ll.U n..\..,vv \..,u.GUJ.5C\..U, LU5c\'';', U C\..ll <.GU155U.J.J.5 JC\. V'c\' U 

j abatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh 
jaba tan yang ada dan kedudukannya dalam unit ketia. 

15. In formasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka 
peiaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsion a l yang 
berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil 
wawa ncara. 

16. Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjad i identitas penamaan 
jabatan di bawah Eselon IV atau J a batan Struktural terendah dalam suatu 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasa1 2 

(i ) lVlaKSUU QlOeTlaKUKannya ?eraturan ~upatl lnl au.aiab. unt uk menetapk an 
kelas d an nilai jabatan PNS di lingkungan Pemerin tah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya secara adil, obyektif, dan trans paran. 

(2) Tujuan d iberlaku kannya Peraturan Bupati ini adalah untuk digunakan 
sebagai acuan dalam m enen tukan besaran tambaha n penghasilan atau 
tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi PNS d i lin gkungan Pemerintah 
Daerah Kabu paten Ta sikmalaya selaras dengan beban pekerjaan dan 
tanggungjawab jabatan yang dipan gku . 

BAB III 
EVALUASI J ABATAN 

Pasa13 
(1' P.o.1'Y1 hl"\hl"\to n i a hoto ,..., r1il a 1....11 1....0'1"'1 r1.o.n NO,..., 1'Y1",n NNll '1"'1 01.... 0,..., 1'Y1",tl"\r1", ",u a 1 11 a Q; ;a hatan \- ) .. ---... ...... ----. J- - - ... -- --.. -.. ----- .... """"'--""'-0-- .Iot .. ·--·oo--.. -·-- _ ..... - ---'- - .. --- - ... J - ..-- ............. -

Factor Evaluation System (FES) . 

(2) Hasil evaluasi jabatan berupa bobot/nilai jabatan, klasiflkasi, dan kelas 
jabatan digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi PNS . 
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(3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasa14 

ll) Metoae ~ .~~ seoagalmana dimaksud daiam ~asai .j ayat llJ aigunaKan untuK 
menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria 
sebagai informasi faktor jabatan. 

(2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
_ T _l..._ .. __ l\K ___ ~_......:_ l 10 .. _ .1 _ .... __ 1 • ..:1 __ 
u. VC.t.UCl..l.Ct..J..,L ..1 • .LCA....L.1.CA.J"-" .L LGt..1./ "-'l-l. Y. :r ..... L. \...l.J.u.&., \.A.CA..J..J. 

b. Jabatan Non-Manajerial/Non Struktural. 

(3) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi 
oleh bebera pa faktor jabatan sebagai berikut: 
a . Jabatan Manaierial meliputi: 

1. ruang lingkup dan dampak; 
2 . pengaturan organisasi; 
3. wewenang; 
4. s ifat hubungan; 
5. kesulitan aalam pengarahan pekerjaan; dan 
6 . kondisi lain. 

b. Jaba tan Non-Manajerial m eliputi: 
1. pengetahuan dan keahlian; 
? !1p.ne~w~~~n: 

3 . pedoman ketja; 
4. kompleksitas; 
5. ru ang lingkup dan dampak; 
6. h u bungan interpersonal; 
7. tujuan hubungan; 
8. tu ntutan fisik; dan 
9 . lingkungan kerja. 

Pasal 5 

(1) Penilaian u ntuk kelas Jabatan Manajeria l /Struktural sebagaimana dimaksud 
dalam PasaI 4 aya t (3) huruf a dida arkan pada eselonisa si yang melekat pada 
setiap pejaba t s truktural. 

(2) Penilaian untuk kelas Jabatan Non-Manaierial /Non-Struktural sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b didasarkan pada jabatan pelaksana 
dan jabatan fungsional yang melekat pada setiap PNS . 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaI diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan d i Singaparna 
pada tanggal 27 ')esember 2018 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

H. IIN AMINUDIN 

Ditetapkan di Singaparna, 
Pada tanggal 27 Desember 2018 

BUPATI TASIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 20 18 NOMOR 39 


